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H.

DATA INDONESIA T TNSTANSTI DAERAH

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 21 ayat (3},
Pasal 22 ayal (2} dan Pasal 24 ayvar (5) Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia,  perla disusun Petunjuk  Pelaksanaan
tentang  Penyusunan  Regulasi dan  Pembentukan
Kelembapaan Satu Data Indonesia di lnstansi Dacrah;
bahwa  berdasarkan  perlimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menelapkan Petunjuk
Polaksanaan  lentang  Penyvusunan  Regulasi  dan
Pembentukan Kelembagaan Satn Date Indonesia di

Instansi Daerah:

Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara REcopublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) scbagsimana telah beberapa
kali dinbah, terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-Undangan  [lembaran Negara



Repuhblik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lemhbaran Nepara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah |Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan
Lembaran Negarae Republik Indenesia Nomor 5587)
sehapgaimana  telah beberapa kali diubah, 'terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungsn Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Dacrah  {Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang
Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SBES)
sebagoimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
alas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Peranpgkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraruran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraluran  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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(Lembaran Negars Republk Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 349 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia [Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2019 Tahun Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Tahun Nomor 204];

Peraturan Presiden Nomor B1 Tahun 2021 tentang
Buadun Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun Nomor
203)

Peraturan Menteri Perencanaan  Pembangunan
Masional /Kepala Badan Perencanaan Pembanpunan
Masional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Fortal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomaor 1 745);

Peraturan  Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Masional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja
Penyelenggara Satu Data Indeonesia fingkal pusat
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1746];

Peraturan  Mentenn  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tatz Kerja Kementerian Perencanasan Pembangunan
MNasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
414);
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PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan
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ditetaplean.
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Satu Data Indoncsia [SDI) adalah kebjakan tala kelola Data
pemerintah untuk menghasilkan Data yang akural, mutakhir, terpadu,
dan dapat dipertangpungjawabkan, scrta mudah diakses dan
dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalw
pemenuhan Standar Dala, Meladata, Interoperabilitas Data, dan
mengegunakan Kode Referens: dan Data Induk. Kebyakan im tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia. Seluruh data pemeriniah dan data instansi lain yang terkait
dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia [data.go.id). Portal Sat
Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia vang
dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Portal Satu
Datla Indonesia dibentuk dengan mjuan untuk memperbaika tata kelola
data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah,
serta mendukung pembangunan nasional. Seluruh kumpulan data vang
terscdia dalam Portal Satu Data Indonesia dapat diakses secara terbuka
dan dikategorikan sebagai data publik, schingga tidak mengandung
informasi vang memual rahasia negara, rahasia pribadi, atau hal lain
sejenisnva scbagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 Tahun
2008 1entang Keterbukaan Informasi Publik,

Berdasarkan amanat pada Pasal 21 ayal (5), dan Pasal 22 ayat (2}
dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia mengamanatkan penyvusunan regulasi di seluruh
Pemerintah  Dacrah  baik  tingkat Povinsl/ Kabupaten/Kota  berupa
instramen Peraturan, berupa Peraniran Kepala Daerah
(GGubernur/Bupati/ Walikota untuk mengatur lebih lanjut mengenai
pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Daerah.
Penyvusunan instrumen Peraturan ind diperlukan scbagai dasar hukum

bagi penyelenggara Salu Data Indonesia di Instansi Daerah dalam



menjalankan lugas dan lungsinys masng-masing. Instrumen Peraturan
mi juga diharapkan memusat ketentuan lebih detail mengena telkenis dan
proses penvelenggaraan Saiu Dala Indonesia di Instansi Daerah vang
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Selelah penyusunan regulasi, lelah lanjut diperlukan pembentukan
kelembagaan i lingkup Pemerintah Dacrah tingkat
Provins/ Kabupaten /Kota sebagal penyvelenggara dalam melaksanakan
kebiakan Satu Data Indonesia yane berdasarkan pada tugas, langs: dan
kewenangannya masing-masing. Pembentukan kelembagaan di hingkup
Pemerintabh Dasrah tingkal Provinsi/ Kabupaten/Kola harus freermenu i
ketentuan  dan persyaratan  scbagaimana diamanatkan di dalam
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
vang meliputi Keordinator Forum Sata Data Indonesia tingkat Dacrah,
Sckretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah,
Walidata Pendulung, Produsen Data Daerah, dan Forum Satu Data
Indonesia tingkat Daerah, serta pihak penyelenggara lain vang
diperlukan oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di
lingllup instansinya. Pembentukan |kelembagaan scbagaimana
dimaksud dilaksanakan melalui penanjukan Perangkat Daerah, Umit
Kerja dan/atau pejabat tertentu dalam melaksanakan tugas dan lungs
tertentu yang dituangkan ke dalam instrumen Keputusan Kepala Dacrah
Gubernur/Bupati / Walikota.

Sclanjutnya, untuk mendukung salah satu fokus kegiatan Satua
Data Indonesia vang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia
tingkat pusat, yaitu percepatan penyelengparaan Satu Data Indonesia
pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya
dukungan dan dorongan kepada Instansi Daerah untuk segera
menelapkan Peraturan dan Kepunisan mengenal Satu Data Indonesia
lingkup Instansi Dacrah {Petnerintah Daerah tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota). Dukungan dan dorongan sebagaimana

dimaksud diberikan melalui penyvediaan panduan sebagal ketentuan



teknis yang memuat tata cara penyvusunan regulasi dan pembentukan
kelembagaan Batu Data Indonesia di ingkup Pemerintah Dacrah tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kkota vang disertan dengan lormat dan referensi,
schingga akan memudahkan dalam penyvusunan Peraturan dan
Keputusan sebagaimana dimaksud.

Konsep format/referensi peraturan maupun keputusan terscbut,
telah disusun oleh Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Sckretariat Satu
Data Indonesia Tingkat Pusat, Konsep scbapaimana dimaksud memuat
kelentuan dan ruang lingkup minimum vang hamus diatur dan
ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia, Namun demikian, terdapat beberapa
ketentuan yvang perlu penjabaran lebih lanjut karena ketentuan dalam
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
masih bersifat umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diaras, maeka diperlukan
kebljakan yang mengatur tata cara penuangan kebijakan tentang Satu
Data Indonesia di linglkup internal Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh  karena  itu, disusun  “Petunjuk
Pelaksanaan tentang  Penyusunan Regulasi dan  Pembentukan
Kelembagaan Saiu Data Indonesia di Instansi Dasrah” guna mendukung
penvelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Dacrah yang lebih baik

dan efisien.

Maksud dan Twuan

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan lentang Penyusunan Regulasi
dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah
ini dimaksudkan scbagal panduan bagl scluruh Pemerintah Daerah
tingkat Provinsi/ Kabupaten /Kota, terutama Perangkat Dacrah dan/atau
unit kerja selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat
Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata
Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah tingkat

Pemerintah  Daerah  tingkat Provinsi/Kabupaten/kota wvang akan



melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka implementasi kebijakan

Satu Data Indonesia, serta harus meneremahkannya kebjakan internal

dalam bentuk regulasi. Dalam tataran praktis, pedoman ini juga sebagai

panduan dalam merancang regulasi tentang kebijakan tara kelola data

di internal Pemernntah Dacrah Gngkal Provins:/ Kabupalen/Kola, serta

panduan bag perancang undang-undang dalam menyasun regulas

tersebut, Sccara lebih rnci maksud dan tujuan penyusunan pedoman

it adalah sebagal benkut;

E:

memberikan gambaran umum tentang kerangka dan kaidah dalam
penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan tentang Satu
Dalta Indonesia lingkup Pemernntah Dacrah Linglkat
Provinsi/ Kabuparen /Kota;

memberikan arahan dan panduan proses penjabaran kebijakan
tata kelola datda di lingkup Pemerintah  Daerah cingkat
Provinsi/ Kabupaten/Kota agar selaras dengan kebjjakan Satu Data
Indonesia;

meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan regulas:
dan pembentukan kelembagaan lentang Satu Data Indonesia di
linpkungan Pemerintah Dacrah tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota
yvang terencana, terpadu, dan berkelanjutan;

menciptakan  kescragaman dan meningkatkan kualitas
pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Pemenntah
Dacrah tingkal Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tata cara dan
prosedur vang pasti, baku, dan standar; dan

meningkatkan pemahaman  para pemangku  kepentingan  di
lingkungan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten /Kota
mengenai tata cara dan prosedur pembentukan regulasi dan
pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia di lingkungan
Pemerintah Daerah tingkat ProvinsifKabupaten/Kota sehingga

lebih sistematis, efekiil dan ehsien.



Rusang Lingkup

Ruang lingkup vang diatur di dalam Petunjulk Pelaksanaan (entang

Penyvusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data

[ndonesia di Instans: Daerah im meliput:

15
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mekanisme penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan,
kerangka penyvusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan;
kaidah peryusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan; dan

formart dan referensi.



BaAlt 1l
TATA CARA PENYUSUNAN REGULASI!
SATU DATA INDONESIA DI INSTANSI DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundanp-Undangan, Peraturan
Gubermur /Bupati/ Walikota merupakan peraturan yang ditetapkan oleh
Gubemur /Bupati/ Walikota berdasarkan materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah dan/atau  penjabaran  lebih lanjut Peraturan
Perundangundangan VAT lebih LT . Peraturan
Gubemur /Bupati/ Walikota  lahir  karena wrusan  tertentu dalam
pemerintahan  yakni  umisan-urusan  yvang  telah  menjadi  urusan
Pemenntahan Daerah itu sendin dan urusan yvang lelabh ditetapkan oleh
peraturan  perundang-undangan  balk undang-undang,  peraturan
pemeriniah, maupun peraturan presiden. Suat peraturan (regels) selalu
hersifal umum, abstrak dan berlaku secara lerus menerus (dauerhaftig).

Penvusunan Peraturan Gubernur/Bupati/ Wahkola tentang Satu Data
Indonesia Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kola menjadi
kewajiban bagi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/ Kabupaten /Kota dalam
rangka menyelenggarakan kebijakan Satu Data  Indonesia. Amanat
penyusunan  Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga dimuat di dalam
Peraturan Presiden No, 39 Tahun 2019 tentang Sata Data Indonesia, pada
Paszal 21 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang berbunyi,
“Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata
pendukung diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.®, Pasal 22 ayat (2}
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang berbunyi “Ketentuan lebih
lanjut mengenai Produsen Data tingkat daerah diatur dalam Peraturan
Kepala Daerah.”, dan Pasal 24 avat [5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2019, yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenail Sekretanat Satu Data

Indonesia tingkat dacrah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah®.



Mekanisme Penvusunan Regulasi 3DI di Instansi Daerah

Penyusunan regulasi Satu Data Indonesia di lingkup Instansi
Dacrah merupakan langkah penting vang harus dilaksanakan oleh
seluruh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/ Kabupaten /Kota. Regulasi
SO di lhngkup Instansi Dacrah mempunyal arti penting dalam
penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah
Dacrah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, baik perannyva sebagai
fondasi maupun pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi, maupun
dalam mengurai persoalan vang terkait dengan tata kelola Data
berdasarkan amanal Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia. Regulasi ini akan dituangkan dalam instrumen
Peraturan, beripa Peraturan Kepala Daerah
Gubernur/ Bupati/ Walikola,

Penyusunan regulasi Baru Data Indonesia di lingkup Instansi
Daerah melipuli;
1. Persiapan

a. Tahapan ini adalah pelaksanaan  koordinas:  Internal
Pemerintah Dacrah tingkat Provinsi/Kabupalen/Kota dalam
menentukan Perangkat Kerja dan/atau Unit Kerja yang akan
melaksanakan tugas scbagali Keoordinator Forum Satu Data
Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Dacrah tingkat
Daerah sesudl dengan tugas, fungsi dan kewenangannya,

b, Perangkat Dacrah dan/atau Unit Kera yang telah ditunjuk
untuk berperan menjadi RKoordinator Forum  Satu Data
Indonesia tingkat Daerah dan Sckretarial Salu Deerah tingkat
Daerah, selanjutnya akan menjadi Pemrakarsa dalam
penyusunan  regulasi Satu Data Indonesia di hingkuap
Insiansinyea;

c. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan
Sekretariat Satu Daecrah tingkal Daerah sebagai Pemrakarsa

menyusun  naskah urgensi dan/atau naskah  akademik



rancangan Peraturan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/ Kabupaten /kKota sesudl denpan Lugas, funesi, dan
kewenangan cdar Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/ Kabupaten /Kola;

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan
Sekretanat Satu Daerah tingkat Daerah mengajukan usulan
pembentukan regulasi berupa Peraturan tentang Satu Data
Indonesia di hngkup Instansinyva kepada Perangkat Daerah
dan/atau Umit Kerja vang melaksanakan lugas dan Tungsi
dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan

perundang-undangan.

2. Pemvusunan Konsep Rancangan Peraturan

.

b,

Roeordinator Forum Satu Data Indonesia ingkal Dacrah dan
Sckretariat Satu Daerah tingkat Dacrah scbagai Pemrakarsa
menvusun  konsep  Rancangan  Peraturan Satu Data
Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/ kabupaten/ Kota;

Dalam  menyusun konsep Rancangan  Peraturan  ini,
Koordinator Forum Saml Data Indonesia tingkat Dacrah dan
Sekrelarial Satu Daerah tingkat Daerah dapat membentuk tim
penyusun vang terdin dar Perangkat Daerah dan/atau Umnil
Kerja serta pthak-pihak terkaiz;

Penyusunan Rancangan Peraruran sebaiknya
mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-
undangan, serta dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah
dan/dalau Unit Kerja lain, Pemerinth Daerah terkait lain,
Kementernan Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Neger,
ahli hukum, prakiisi, akademisi, dan/atau pemangku
kepentingan lainnya sepanjang mendukung secara substansi
maupun teknis dalam proses penyusunar,;

Dalam hal dibutuhkan, Koordinator Forum Satu Data
Trdonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat

Dacrah dapat mengundang Sekretariat Satu Data Indonesia



tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappeonas untuk membantu
dan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan
konsep Rancangan Peraturan agar selaras dengan Peramaran
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Apabila Koordinator Forum Satmu Data Indonesia tingkat
Dacrah dan Sekretarist Satu Dacrah tngkat Daerah telah
menyusun konsep  Hancangan Peraturan  Satu Data
Pemerintah Daerah ringkat Provinsi/Kabupaten/Kota secara
internal sebelumnya dan belum melibatkan pihak-pihak di
luar Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota,
Koordinator Forum Satu Data Indonesiz tingkat Daerah dan
Sekretariat Satu Daerah tingkat Dacrah dapat mengirimkan
konsep Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud kepada
Sckretarat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian
PPN/Bappenas untuk dilakukan reviu agar agar selaras
dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia;

Dalam menyusun Rancangan Peraturan, Keerdinator Forum
Satu Data Indonesia tngkat Daerah dan Sekrelarnial Satu
Daerah tingkat Daerah memperhatikan ketentuan vang telah
diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

vang berlakua.

3. Pembahasan Rancangan Peraturan;

a.

Koordinator Forum Salu Data Indonesia tingkat Dacrah dan
Sekretariat  Satu Daerah  tingkat Daerah  mengundang
Perangkal Deerah dan/fatan Unit Kerja selaku Walidata
Dacrah, Walidata Pendukung dan PProdusen Data Daerah
terkail eli lingkup Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk menyvempurnakan naskah
Rancangan Peraturan vang telah disusun;

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Dacrah dan

Sekretarial Satu  Daecrah  tingkat  Daerah  dapat
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mengikulsertakan Perangkal Daerah dan/atan Unit Kerja lain,
Pemerinth Daerah terkait lain, Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Dalam Negeri, ahli hukum, prakts:, akaderms,
dan/atau pemangku kepentimgan lainnya;

Dalam hal dibutuhkan, Koordinator Forum Satu Data
Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat
Daerah dapal mengundang Sekretarial Satmg Data Indonesia
tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas unluk membantu
dan memberikan pendampingan dalam proses pembahasan
konsep Rancangan Peraturan agar selaras dengan Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Koordinstor Forum Satu Data Indonesia L'lﬂgl{at Dacrah dan
Sckretariat Satu Daerah  tingkal Daersh  menyampaikan
naskah Rancangan Peraturan kepada Sckretans Daerah
Pemenntah Daerah tngkal Provins/EKabupaten/Kota serta
berkoordinasi dengan Perangat Daerah dan/atau Umlt Kerja

terkait untuk dilakuksan harmonisasi dan sinkronisasi.

4.  Pengharmonisasian Rancangan Peraluran

.

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan
Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah berkoordinas dengan
Kementerian Hukum dan HAM serta Kementernian Dalam
Negeri dalam melakukan harmoniasi guna upaya untuk
menjaga keselarasan, kemsntapan, dan kebulatan konsepsi
peraturan perundang-undangan scbagal sistem agar naskah

Rancangan Peraturan berfungsi secara efeletif,

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan
Sekretariat Satu Dacrah tingkal Daerah menindaklanjuti
naskah Rancangan Peraturan dari hasil harmonisasi dan
sinkronisasi untuk proses perselujusn  dan penetapan

selanjutnya.
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o Penerapan Hancangan Peraluran

4. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan
Sekretariat Satu Daerah  tingkat  Daerah  mengajukan
permohonan penetapan  Rancangan  Peraturan  kepada
Perangkat Daerah dan/atau Unil Eerja vang melaksanakan
tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan
pembentukan peraturan perundang-undangan;

b, Koordinator Forum Satu Dala Indonesia tingkat Daerah dan
Sekretariat SBatu Daerah tingkat Dacrah mengawal proses
internal penetapan dan pengundangan Rancangan Peraluran
di linglup Pemerintah Daecrah tinghkat

Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.  Pengundangan Peraluran

a. Pemerintah Daerah  tngkat  Provinsi/Kabupalen/Kota
menvampaikan naskah asi Peraturan wvang telah dibubuhi
nemor dan tanggal penetapan kepada Kementerian Hukum
dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri untuk diundangkan
dalam Berita Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota;

b. Ketentuan mengenal tala cara pengundangan Peraturan
Hepala Daerah Gubernur/ Bupat /Walikota tersebut
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang:

undangan.

7. Penyvampalan Peraturan
Peraturan yang telah diundangkan disampaikan kepada Sekretariat

Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementenan PPN/ Bappenas.

B. Kerangka lnstrumen Peraturan
Kerangka Instrumen Peraturan berupa Peraturan Kepala Dacrah

Gubernur/ Bupati/ Walikota antara lain sebagai berilout:
1, Judul
Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota wajib

memiliki judul yang mermuat keterangan mengenai jenis, nomar,
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tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan lenlang

Satu Data Pemerintah Dacrah tingkat Provinsi/ Kabupaten [ Kota.

Pembukaan

Pembukaan Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota

terdirt dar::

a.

.

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Jabatan

Pembentuk Peraturan;

Konsiderans ‘Menimbang' dan Mengingat”,

Dasar Hukum: dan

Diktum ‘Memuruskan’ dan ‘Menetapkan’.

Batang Tubuh.

Sistemnalika Balang Tubuh pada Peraturan Kepala Daerah

Gubernur, Bupati/ Walikota paling sedikil memuat antara lain:

a,

Bab 1 s Ketentuan Umam

Bab | berisi tentang ketentuan umum vang dapat terdiei dari

satu pasal dengan memuart batasan pengertian atau delimisi,

singkatan atau akromim yang digunakan, dan hal-hal yang

bersifat umum vang berlaku bagl pasal berikutnya, antara lain

ketentuan vang mencerminkan azas, maksud, dan tujuan.

Bah II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab 1T terdiri dars:

1)

2

Maksud

Maksud dari Peraturan Kepala Daerah
Gubernur/Bupat/Walikota in1 disusun adalah sebagan
pedoman bagl Kementerian/ Lembaga dalam mengatur
penyelenggaraan tata kelola Dala yvang dihasilkan oleh
Kementerian,/ Lembaga untuk mendukung perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Tujuan
Tujuan dari pengaturan Peraturan Kepala Daerah

Gubernur/Bupali/Walikota  ini adalabh scbagal acuan
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pelaksanaan dan pedoman bagl Pemenntah Daerah
.Lir':j::l-:.a[ Provinsi/ Kabupaten / Kota dalam rangka
mewjudkan ketersediaan Data yang alkurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertangpungjawablian, serta mudah
dizkscs dan dibagl pakakan oleh Pemernntah Daerah
tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota serta antar Instansi
Pusat danj/atsu  Instansi  Daerah  sebagai  dasar
perencanaan, pelaksanaan, cvaluasi, dan pengendalian

pembangunan.

J)  Ruang Lingkup
Ruang lingkup terdirl atas muatan vang akan diatur di
dalam Peraturan Kepala Daerah

Grubermur/ Bupati/Walikota imi.

Bab Il : Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah
tinglkat Provinst/ Kabupaten /Kola

Baly 111 berisi penjelasan tentang tugas dan fungsi, Perangkat
Dacrah/unit kerja penyelenggara, dan ketentuan-ketentuan
pelaksanaannya. Penyelenggara Satu Data Pemenntah Daerah
lingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh beberapa
pihak, antara lain:

1]  Pembina Data Daerah

4) Pembina Dala Daerah terdiri dari Pembina Data
Statistik dan Pembina Data Spasial;

b} Pembina Data Statistik tingkat Dacrah yaitu instansi
vertikal  badan vang  melaksanakan  tugas
pemerintahan di bidang stalistik di Daerah;

¢}  Pembina Data Geospasial tinglkat Daerah vaitu salah
satu Perangkat Daecrah yang diberikan penugasan
sebapai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah
Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial

MNasional;



d)

SR

Dalam hal Pembinaan Data Keuangan Negara, diatur

~melalul kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2] Walidata Daerah

&

b

Seliap Pemerintah Daerah tingkar
Provinsi/Kabupaten/Kota hanya memiliki 1 [satu)
Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan
tugas scbagal Walidata Daerah di masing-masing
Pemerintah Dacrah lingkat
Provinst/ Kabupaten/ Kota VANE melaksanakan
kegiatan penpumpulan, pemeriksaan, dan
pengelolaan Data vang disampaikan olch Walidata
Pendukung dan Produsen Data Daerah, serta
menvebarluaskan Data;

Penunjukkan Perangkat Dearah/unit kerja sebagai
Walidata tngkat Pemerintah Daerah  tngkat
Provinsi/ Kabupaten /Kota  lebih  lanjut  melalui
Peraturan Kepala Daerah
Gubermnur/Bupati Walikota dan dilengkapi dengan
Surat Keputusan Kepala Daerah
Gubernur/Bupati/ Walikota,

3)  Walidata Pendukung

al

b

Walidata Pendukung merupakan Perangkat Dacrah
Pemerintah Dacrah tanghkat
Perovinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyzn lugas
dan fungsi dalam pembantuan Walidata Daerah;

Walidata Pendukung ditetapkan pada
Kepala/Sckretaris Dinas  Perangkat  Dacerah
Pemerintah Dacrah tingkat

Provinel/ Kabupaten /Kota,



4

Produsen Data Daerah

&)

k)

Produsen Dala tingkat Pemerintah Daerah tingkat
Provingi /Kabupaten /Kota dapat meliputi Peranglat
Daerah/unit kerja Eszelon [ dan/atau Eselon 1 i
lingkup Pemerintah Daecrah lingkal
Provinsi/Kabupaten/Kota vang menghasilkan Datla
berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan
sesual dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

Dalam hal sumber data Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/ Kabupaten /Kota terdapat pada instansi
lain vang bukan merupakan Perangkat Daerah /unit
kerja vertikal/satuan kerja dari Pemenntah Daerah
tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut, seperti
Kementerian/Lembaga lain, Perangkat Daerah,
Badan Usaha, dan lain sebagainya, maka Walidata
Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen
Data Daerah harus melakukan koordinasi dan
konsolidast terkait aliran dala fersebut dengan
Walidata instansi terkait;

Apabila Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/Kabupaten,/Kola memiliki Produsen Data
Daerah wvang sebagian besar atau seluruhnva
merupakan Perangkat Daerah/unit kerja Eselon 1,
maka Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/ Kabupaten /Kota dapat menunjuk
Perangkat Dacrah/unit kerja khusus vang sctara
dengan Eselon | atau Perangkat Daerah/unit kerja
lainnva  sebapai  penanggungjawab/koordinator
Produsen Data Daerah untuk membantu Walidata

Daerah dan Walidata Pendukung  dalam
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mengkoordinasikan  penpampulan | Data  dan
Frndlum:n Data Dacrah;

Penunjukkan Perangkat Daerah/unit kerja sebagm
Produsen Data Daerah Pemerintah Dacerah tngkat
Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat ditctapkan lelnh
lanjutr melalul Surat Keputusan Kepala Daerah
Gubernur/ Bupati/ Walikota.

5]  Forum Satu Data Indonesia tingkat Dasrah

a

4]}

l

Forum Satu Data Indonesia tinghkal Daerah dibentuk
sehapgai wadah  koordinasi, lkomunikasi  dan
pengambilan kepurtusan antara Pembina Data
Daerah, Walidata Daerah, Wahdata Pendukung,
Walidata Kabupaten/Kota yang berada di dalam
wilavah Provinsi [unituk Walidata Daerah Provinsi)
dan Produsen Data Daerah, danj/atau  pihak
penvelengeara lain;

Forum  Satu  Data Indonesia tingkat Daerah
dikoordinasikan oleh kepala badan VHNE
melaksanakan tugas pemeriniahan  di bidang
perencanaan pembangunan Daerah;

Forum Satu Data Indonesia tingkat Dacrah
membahas penvelenggarasn Saiu Data Pemerintah
Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sepert
daftar Data, daftar Data Dacrah vang mengacu pada
Dala Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat,
rencana aksi Satu Data lndonesia tingkat Daerah,
pembatasan akses, penyvelesaian permasalahan dan
kebijakan teknis lainva terkait penyelenggaraan Satu
Diata Pemerintah Dacrah tingkat
Provinsi/ Kabupalen,/Kota.

Penunjukkan Koordinator Forum Satu  Data

Indonesia tingkal Daerah Pemerintah Daerah tingkat
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Provinsi/ Kabupaten /Kola  dapat  ditetapkan  lebih
lanjut melalui Sural Keputusan Kepala Daerah
Gubernur,/ Bupsali / Walikota,

B)  Sekretarial 3atu Data Indonesia tingkat Daereh

Al

b)

¢)

d)

Sckretanat Satu Data Indonesia tngkat Daerah
merupakan unit kerja vang dilunjuk pada badan
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan Dasrah;

Sekretariat Satu Data Indoncsia tingkat Daerah
dapal menvusun struktur keanggotaan. Susunan
keanggotaan paling sedikit terdiri dari Koordinator
dan Sekretaris. Dalam hal mclakasanakan tugas,
Koordinalor Sekretariat S8atu Data Indonesia tingkat
Dacrah dapat membentuk tim
manajemen/ pelaksana sesual kebutuhan;
Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah
mempunyal  tugas memberikan dukungan  dan
pelavanan  teknis  operasional dan  administratif
kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
Penunjukkan Susunan keanggotaan Sckretarial Satu
Data Indonesia tingkat Daerah Pemerintah Daerah
tingkat  Provinsi/Kabupaten/Rota — serta tim
manajemen/ pelaksana dapat ditetapkan lebih lanjut
melalui Surat  Keputusan Kepala Daerah

Gubernur,/ Bupati / Walikota.

7] Pihak Penyelenggara lainnys

al

Apabila Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/ Kabupaten/Kota membutuhkan Perangkat
Dacrah/unit  kerja lain  di  lingkup internal
Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/ kabupaten/Kola dalam rangks membantu
pelaksanaan  tugas Walidata Daerah, Walidata
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Pendukung dan Produsen Data Dacrah, maka
Pemerintah Daerah Lirgkat
Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat melakukan
penunjukkan terhadap Perangkat Dearah /unit kerja
sebagaimans dimaksud dengan tetap
memperhatikan ketentuan penyelenggara Satu Data
Indonesia, tidak bertentangan dengan tugas dan
fungsi dari Perangkat Daerah/unit kerja terscbut,
memperhatikan pengeunaan nomenklamir vang telah
diatur, serta tidak bertentangan dengan kebijakan
Hatuy Data Indonesia; ;

b) Penggunaan nomenklalur Perangkat Daerah/unit
kerja lain sebagaimana dimaksud, scbaknva tidak
menggunakan nomenklamr penyelenggara Satu Data
Indonesia wang tclah  diatur dalam Peraturan
Presiden No, 39 Tahun 2019 lenlang Satu Data
Indonesia, agar tidak menimbulkan ambiguitas dan

kerancuan penatsiran pihak-pihak tersebut,

Bab IV : Penyelenggaraan Saiu Data Pemerintah Dacrah

tingkat Provinsi/Kabupaten,/ Kota

Bab IV berisi penjelasan tentang prosedur dan tahapan

pelaksanaan bisnis porses dalam penyelenggaraan Satu Data

Indonesia di lingkup Pemecrintah  Daerah tingkat

Provinsi/Kabupaten /Kota, vang terdin atas:

1] Percncanaan Data
Perencanaan Data  adalah  kegiatan  pelaksanaan
konsolidasi  tata kelola Data internal i hngkup
Pemerintah Daerah tingkal Provinsi/ Kabupaten/RKota
vang dikoordinasikan olch Walidata Daerah dan
dilaksanakan bersama dengan scluruh Walidata Pendung
dan Produsen Data Daerah, serta pthak penyelenggara

lain,



2)

3]

4]

=, 7

Fegintan perencaaan Data, meliputi

4}  penyusunan dallar Data Pemerintah Daerab tingkat
Provins:  Rabupaten ) Kola;

b pénentuan dalar Daerah vang tm—‘.-nga{.‘u- pada Data
Priomilas vang lelah ditetapkan di tingkat Pusat;
dan/atau

¢]  penenluan rencand aksi Saig Data Pemerintah

Dacrah tingkal Provins: Kabupalen fKola.

Pengumpulan Data

Penpumpulan Data adalah kegiatan mengumpulkan Data
scsual dengan prinsip Salu Data Indonesia berdasarkan
daliar Data Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kola vang Ielah ditetapkan vang
dilaksanalkan olech seluruh Walidata Pendukung dan
Produsen Dara Daeran untuk sclanjutnya disampaikan

kepada Walidata Daerah.

Pemerksaan Data

Pemeriksaan Data adalah kegiatan  dalam  rangka
memastikan Data yang telah dihasilkan dan dikumpulkan
olch Walidata Pendukung dan Produsen Data Dacrah
telah sesual dengan prinsip Satu Dala Indonesia yang
dilaksanakan oleh Walidata Daerah. Dalam hal Dala
Prinritas, pemcriksaan Dala lebih lanjut melibatkan
Pembina Data lingkal daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

Penvebarluasan Data

Penyvebarluasan Data adalah kegiatan pemberian aleses,
pendistribusian dan pertukaran Data yang dilakukan aleh
Walidata Daerach melalui Porlal Data Pemerintah Daerah

tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Portal Satu Data
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Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  vang  berlaku dan
perkembangan ilmu pengetabuan dan teknologi.

Dialam penyelengearaan Satu Data Pemenntah Daerah lingkat

Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pecmerintah  Daecrah  tingkat

Provinsi/ Kabupaten/Kota perlu memperhatikan beberapa hal

sebagai berikut:

a. Apabila Pemerintah Daerah tinglkat
Provinsi/ Kabupaten /Kota  memiliki bisnis  proses
tersendini mengenai tata kelola data di lingkup internal,
malka Pemerintah Daerah : tingkat
Provinsi/Kabupaten,/Kola wajib menyesuaikan dengan
bisnis proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia agar
pelaksanaannya berjalan dengan selaras;

b. Penvesuzian bisnis proses lata kelola data di lingkap
internal Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/ Kabupaten /Kota sebagaimaria dimaksud,
dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan
lahapan penvelenggaraan Satu Data Indonesia yang
meliputi  percncanaan  data, pengumpulan  data,
pemeriksaan data, dan penyebarluasan data, serta tidak

bertentangan dengan kebijakan Satu Dara Indonesia,

BabV : Portal Data Pemerintah Dacrah tingkal
Provinsi/Kabupaten/Kota

Bab V berisi tentang manajemen pengelolaan Portal Data
Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kola yang
dikelola oleh Walidata Daerah.

Bab ¥l : Manajemen Hak Akses

Bal: VI herisi tentang manajemen pemberian dan pembatasan
hak ases Data di Portal Data Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/Kabupaten,/Kota yang dikelola oleh Walidata Daerah.
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g, Bab VIl : Partisipas
Bab WVII berisi tentang ketentuan parbsipas: Perangkat
Dacrali/unit kerja lain dan/atau badan hulkum publik vang
memiliki lugas dan funpgsi sesual ketentuan peorundang-

undangan yvang berlaku.

h. Bab VIl : Pendanaan
Bab VIII berisi tentang ketentuan pendanaan yang diperliulkan
dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah
Grubernure/Bupati ) Walikota inl yang akan dibchankan kepada
Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah
Daerah tingkat Provinsi/Kabupalen/Kola dan/atau sumber
pendanasn lam o sesual r]&néan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3 Bab IX : Kelentuan Peralihan

Bab IX berisi tentang kententuan peralihan vang memuat
penvesuaian keadaan yang sudah ada pada saat Peraluran
Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota yvang baru mulai
herlak agar Peraturan Kepala Dacrah
Gubernur/Bupati/ Walikota tersebut dapat berjalan lancar dan

tidak menimbulkan permasalabsan dalam pelaksanaanya.

j. BabX : Ketentuan Penutup

Rab X berisi tentang ketentuan pada saat Peraturan kepala
Dacrah  Gubernur/Bupati/Walikota ini  mulai  berlaku,
kebijakan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/ Walikota  dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lata
kerja Satu Data Indonesia yang lelah ditetapkan dinvatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati /Walikota ini.

(. Kaidah Penyusunan Instrumen Peraturan
1. Implementasi Satu Dala Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah

tingkat ProvinsifKabupaten/Kota merupakan hbagian yang tidak
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terpisahkan dart kebijakan Sata Darta Indonesia, schingga bukan
merupakan cntitas/bidang/sclktor tersendiri yang dapal berdirt
sendiri di luar kebijakan Satu Dala Indoenesia sebagaimana diatuar
i dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonecsia,

Pemerintah Daerah tingkar [Provinsi/RKabupaten/Eota dapat
menambahkan perangkat penvelenggara Satu Data Pemerintah
Daerah tingkat  Provinsi/Kabupaten/Kota  dalam  rangks
mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Forum Satu Dala
Indonesia ingkatl Dasrah, Sekretariac Sata Data Indonesia tingkal
Daerah, Walidata Dacrah, Walidata Pendukung dan Produsen Data
Dacrah, sclama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindih
dengan penvelenggara Satu Data Indenesia. 1

Dalam proses penvesualan nomenklatur Perangkat Daerah/Unit
Kerja lain sebagai bagian dan penvelenggara S8atu Data Indonesia
sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi{ Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Seloretariat
Setu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/ Bappenas.
Pemerintah  Daerah  tingkat  Provinsl/Kabupaten/Kota  dapar
menjabarkan bisnis proses tala kelola data di lingkup internal
selama dalam rangka mendukung dan memperkual 4 [empat}
proscs utama penvelenggaraan  Satu Data  Indonesia, yailu
perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Darta, dan
penvebarluasan Data.

Dalam proses penyesuaian bisnis proscs schapaimana dimaksud,
Pemerintah  Daerah  tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat
boerkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat
pusat, Kementerian PPN/ Bappenas.

Penunjukkan Perangkat Daerah/Unil Kerja atau pegjabat lerlentu
sebapai penvelenggara Satu Data Pemerintah Daerah  tingkal
Provinsi/Kabupaten/Kota  ditctapkan  lebih  lanjut  melalu

Keputusan dalam rangka pembentukan dan pengesahan
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kelembapaan  Batu Data  Pemerintah Daerah  tingkat
Provinsi/ Kabupaten /Kota,

Penambahan dan penjabaran ketentuan mengenai penvelenggara
dan penvelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kola harus  sesuai  dan  tidak  boleh
bertentangan dengan ketentuan paga Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indeensia secara khusus dan
Ketentuan peraturan perundang undangan secara urmum.

Bentuk, susunan, dan teknik penyusunan regulasi yang berupa
peraturan  perundang-undangan  disusun  sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan.
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TATA CARA PEMBENTUEKAN KELEMBAGAAN
SATU DATA INDONESIA DI INSTANS] DAERAH

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembenftukan Peraturan Perundang-Undangan, "Tekmlk
penyvusunan dan/atau bentuk vang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku
sccara mutatis mutandis bagi teknik penyvusunan  danjfatau bentuk
Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua
Mahkamah Agung, Keputusan ketua Mahkamah konstitusi, Keputusan
Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala
Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau keputusan Ketua: Komisi yang
setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD  Provinsi, Keputusan Gubernur,
Kepurusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota,
Keputusan Kepala Diesa atau yang setingkat”, SBuatu keputusan |beschikiing)
selalu bersifat individual, konkret dan berlaku sekali selesai (emmalig).

Keputusan dalam arti sempit (beschikking) merupakan keputusan vang
berdimensi administratif dan sekali sclesail {einmalig). Keputusan yang sekali
sclesal pada umumnya adalah keputusan-keputusan vang menvanghkut
individu tertentu yang secara konkret disebutkan nama-namanya dalam
keputusan-keputusan ity vang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
Pengpunaan instrumen keputusan digunakan dalam pembentukan tim pada
suatu kegiatan dengan nama-nama anggota tim yang lertera di dalam
keputusan terschut atau pengangkatan suatu  pejabat/pegawail/unit
kerja/perangkat dacrah dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi
tertentu.

Dalam  hal, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/kabupaten/Kota
membutuhksn  penunjukkan dan  penetapan  pejabat/pegawsi/ unit
kerja/perangkat dacrah, maka dapat menggunakan insirumen keputusan

Kepala Daerah Gubernur/Bupali/Walikota dengan menyebutkan nama-
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namanya untuk tercantum  dalam  Lampiran, Nama-nama tersebut
diharapkan mampu dan memenuhi persvaratan untuk duduk dan
melaksanakan tugas sebagal Koordinator Forum Satu Data Indonesia tngkal
Daerah, Sekretariat Batu Data Indonesia tingkat Dacrah, Walidala Daerah,
Walidala Pendukung, Produsen Data Daerah di Pemerintah Daerah tingkat

Provinsi/ Kabupaten /Kota,

A, Mekanisme Pemnbentukan Kelembagaan SDI di Instansi Dacrah
Pembeniukan kelembagazan Sata Data Indonesia di lingkup Instansi
Daerah merupakan langkah selanjutnya vang harus dilaksanakan olch
scluruh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kebupaten/Kota sctelah
Instrumen Peraturan tentang Salu Data Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/Kabupaten,/Kota terbit. Pembentukan kelembagaan  ini
berdasarkan amanat vang lelah dituangkan di dalam instnanen

Peraturan sebagaimana dimaksud.

Kelembapaan merupakan sualu hubungan Perangkat Dacrah /Unit
Kerja/Pejabat yvang dibentuk melalui struktur kelompok dalam yang
dibentuk untuk mengatur suatu organisasi dengan lujuan yang sama
dan dibatasi oleh norma nerma serta kode ctik demi mencapai tujuan
dari terbentuknya kelembagaan tersebut. Suatn kelembagaan haras
dapat membaca dan memantau segaly kegiatan dan kondisi vang ada
baik di lingkup internal maupun cksternal. Hal ini agar kelembagaan
dapat mecmprediks) perkembangan yang terus mengalami perubahan
dari waktu ke waktu, Tahap pembentukan suatn kelembagaan hards
sangat diperhatikan, kelengkapan dan kesiapan suatu kelompok harus
dibangun secara matang agar tidak menimbulkan kekacauan pada saat
menjalankan suaty lembaga atau organisasi tersebut,

Kelembagaan SDI di linglup Instansi Daerah mempunysi arti
penting dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di
lingkup Pemerintah  Daerah tingkat  Provinsi/Kabupaten/ Kota.
Kelembagaan SDI1 ini vang skan melaksanakan tugas, lungsi dan

kewenangan sebagai penyelenggara dari implementasi Satu Data
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Pemerintah  Dacrah  tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota  vang  Lerkail

dengan tata kelola Data berdasarkan amanat Feraturan Presiden Nomaor

39 Tahun 201% 1entang Saf Dara  Indonesia. Pembentukan

kelembagaan ini akan dituangkan dalam instrumen Keputusan, berupa

Keputusan Kepala Daerah Gubernur/ Bupati/Waliketa.

Pembentukan kelembagaan Sain Data Indonesia di lingkup Instansi
Daerah meliputi:
1. Persiapan
a. Koordinalor Forum Satu Data Indonesia tingkat Dacrah dan
Sekrelarial Salu Data Tndonesia tingkat Daerah berkoordinasi
untuk melaksanakan amanal di dalam instrumen Peraturan
tentang  Satu Data  Pemenntah  Daersh tinglar
Provinsi/Kabupaten/Kota terkait penunjukan dan/satan
penugasan  pernyvelengpara Sat Data Pemerintah  Dacrah
tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di lingkup Pemerintah
Dacrah tingkal Provinsi/ Kabupaten /Kota yang meliputi:
1} Keordinator Forum Satu Data Indonesia tingkar Daerah;
2} Sekretariat Satu Data Indoncsia tingkat Daerah;
3y Walidata Daerah;
4] Walidata Pendukung;
5  Produsen Data Dacrah; dan/alau

B) Pihak penvelenggara lam yang diperiukan.

b,  Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkal Daerah dan
Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Dacrah menyusun
konsep struktur penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah
Hngkat Provinsi/Kabupaten/Kota berrdasarkan tugas dan
fungsl masing-masing.

c. Koordinator Forum Satu Data [Indonesia timgkat Daerab dan
Sckretaniat Satu Data Indonesia tingkat Dacrah mengajukan
usulan penvusunan Keputusan tentang Penyclenggara Satu
Data Pemerintah Daerah lingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan



tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan

pembeniukan peraruran perundang-undangan.

2.  Pembentukan Kelembapgaan

il.

b,

Koordinator Forum Satu Dala Indonesia tingkat Daerah dan
Sekretariat Satu Data Indonesia tingkal Daerah menyusun
konsep Rancangan Kepurusan tentang Penyelengsara Satu
Data Pemerintah Dacrah tingkal Provinsi/Kabupaten/Kota
dalam rangka pembentulkan kelembagaan Sain Data
Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kola.

Dalam menyusun  kensep Haneangan Keputusan o ind,
Koordingtlor Forum Satu Data Indonesia tingkat Dacrah dan
Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mebbatkan tim
penyusun vang telah dibentuk dalam rangka menyusun
instrumen Peraturan tentang Satu Data Pemerinlah Daerah
tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kala.

Dalam hal dibutuhkan, Keoordinator Forum Jata  Data
Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia
tingkat Daerah dapat mengundang Sekretariat Satu Data
Tndonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk
membantu dan memberikan pendampingan dalam proscs
penyusunan konsep Rancangan Kepulusan dalam ranska
pembentukan kelembagaan agar selaras dengan Peraturan
Presiden Nomaor 39 Tahun 2019 tentang Sam Data Indonesia.
Apabila Koordinator Forum Satu Dala Indonesia tingkal
Daerah dan Sckretariat Saru Data Indonesia tingkat Daerah
lelah  menvusun konsep Rancangan Keputusan lentang
Penvelengpara  Satu Data  Pemeriniah Dacrah ungkart
Provinsi/ Kabupaten/Kota sccara internal sebelumnya dan
belum melibatkan pihak-pihak di luar Pemerintah Daerah
tingkat Provinsi Kabupaten/Kota, Koordinator Forum Satu
Data Indonesia tingkat Dacrah dan Sekretariat Satu Data

Indonesia tingkat Daerah dapal mengirimkan konsep
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Rancangan Heputusan scbagaimana dimaksud kepada
Bekretanal Satu Dala Indonesia tingkat pusal, Kementerian
PPN/Bappenas untuk dilakukan reviu agar selaras dengan
Pcraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia.

Dalam menyvusun konsep Rancangan Keputusan, Koordinator
Forum Satu Data Indonesia tingkat Dacrah dan Sckretarat
Sata Data Indonesia tingkat Daerah memperhatikan ketentuan
yvang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Koordinator Forum 3atu Data Indonesia tingkat Daerah dan
Sekretanat Satu Data Indonesia Ungkat Daerah melakukan
pemutakhiran terhadap konsep Rancangan Keputusan lentang
Penvelenggara Satu  Data Pemerintah Dearah tingkat
Provinsi/Kabupaten,/Kota beserta  struktur  penyelenggara
Satu Data Pemerintah . Dearah tingkat
Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya, Koordinator Forum Satu Data Indonesia unghkat
Daerah dan Sekretariat Satu Data Indoncesia tingkatl Daerah
mengajukan permohonan penctapan Rancangan Keputusan
teniang Penyelenggara Satu Data Pemerintah Dearah tinghkat
Provinsi/ Kabupaten / Kota hasil pemutakhiran  kepada
Perangkat Daerah/Unit Kerja vang melaksanakan tugas dan
fumgsi dalam hal keoordinasi dan pembinaan pembentukan

peraturan perundang-undangan,

3. Pelaksanaan

b 8

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan
Sekretarial Barmy Data Indonesia  tngkal Daerah
mengoordinasikan pelaksanaan konsolidasi tata kelola Data
Inlernal di lingkup Pemerintah Dearah ringlkat
Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Forum Satu Data Indonesia

tingkat Dacrah.



Berkoordinasi dengan Pembina Data Daerah dalaon rangka
penerapan Slandar Data dan Meladata.

Pembentiukan skema pendanasn penvelengearaan Satu Data
Pemerintah Dearah tingkat Provinsi/Kabuparen/Kota melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APTID)] dan sumber
dana lsinnya yeng tersedia.

'enguatan kapasitas dan pemenuhan SBumber Daya Manusia
pengelola dan analis data di lingkungan Pemerintah Dearah
tinghkat Provins: fKabupaten /Kota.

Aklivasi dan koordinasi aktil  melalui Forum® S8ata Data
Indonesia lingkat Daerah,

'engembangan Sistem Informasi/ Portal di Pemermtah Dearah
tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesual dengan Kcbijakan
SDI dan SPBE,

Peningkatan lkolaberasi dan kerja sama dengan Penyelengzara
Saty Data Indonesia lainnya, baik di tingkat Instansi Pusat

maupun Pemerintah Dacrah.

Pemantauan dan Bvaluasi

H,

Untluk memantan perkembangan dan pencapaian pelaksanaan
Satu Data Pemerintah Decarah tingkat
Provinsi/ Kabupaten,/ Kota dan mempersiapkan pelaksanaan
pada tahun sclanjuinya, Forum Satu Dala Tndonesia tinglkat
Daerah menyelenggarakan  koordmasi dalam  rangka
pemantauan dan  evaluasi vang  dilaksanakan sckurang-
kurangnya I (satu] kali dalam | (satg) tahun,

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkal Daerah dan
Sckretariat Salu Data Indonesia tingkat Dacrah melaporkan
perkembangan pelaksanaan  penvelenggara  Satu Dala
Pemerintah Dearah tingkat Provinsi/ Kabupaten,/ Kola kepada
Sckiretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kah dalam L {zatu)

tahun.
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Kerangka Instrumen Keputusan

Kerangka Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupal/ Walikols,

Anlard lqin sebagal berikul:

1.

Juadul

Setiap Keputusan Kepala Dacrah Gubermnur/ Bupatiy Walikota wajib
memilild judul yang memuat keterdangan mengenal jenis, nomaor,
tahun pengundangan atan penetapan, dan nama Keputusan Kepala
Daerah fubernur/Bupati / Walikota entang Penctapan
Penvelenggaras Satu Data Pemerintah Daerah tingkat

Provinsi/ Kabupaten /hota.

Pembukaan

Pembukaan Kepuitusan Kepala Daerah Gubernur/Bupat/ Walikola
terdin dari:

a. Jabatan Pembentuk Keputusan;

b, Konsiderans Menimbang' dan ‘Mengingat’;

¢. Dasar Hulmm; dan

.  Dikmm 'Memutuskan' dan ‘Menectapkan'

Batang Tubuh,
Batang tubuh memuat semua subslansi vang dirumuskan dalam
Diktum-Diktum. Substansi dalam Batang Tubuh terdiri dan
penetapan pihak-pihak terkait, penjabaran tugas dan fungsi, scria
susunan keanggotaan. Sistematika Batang Tubuh pada Kepurusan
Kepala Dacrah Gubernur/Bupati/Walikota paling sedikit memuat
antara lain:
. Diktum1 @ Menetapkan — Penyelenggara  Sama Data
Indonesia  tingkat  Pemernintah Maerah
Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dikium  Pertama berisi ketenluan mengenal  penctapan
Strukmur Keangeotaan Penyelengpara Batu Data Indonesia
tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kols vang
terdiri atas: Penanggung Jawab ([Apabila diperhakan),

Koordinator Forum Satu Dala Indonesia tingkat Daerah,



d,

Y

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkar Dacrah, Walidats

Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Dala Daerabn di

tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kahupaten/Kota.

Diktum II  : Menetapkan Penanggung Jawah

Diktum Kedua berisi  ketentuan  menpenal penelapan

Sckretans Dacrah Pecmerintah Dacrah ting ksl

Provinsi/Kabupaten /Kofa sebagai Penanggung Jawab.

Diktum III : Tupas Penanpgung Jawab

Diktum Ketiga berisi  ketentuan mengenal tugas  dan

Penanggung Jawah.

Dikium IV Menetapkan Koordinator Forum Satu Data
1 Indonesia ngkal Daerah

Diktum Keempat bensi ketentusn mengenai penetapan Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daersh  [Bappeda)

Pemerintah Dacrah tingkat Provinsi/ Kabupaten /Kota scbagal

Koordinator Foram Satu Data Indonesia Uingkal Daerah.

Diktum V¢ Tugas Koordinator Forum Satu Data [ndonesia
tinglat Dacrah
Dilctum  Kelima berisi  ketentuan  mengenai  tuges  dari

Koordinator Forum Satu Data Indoncsia tingkat Daerah.

Dikium VI :  Kerentuan Pembantuan

Diktum Keenam berisi ketentuan mengenai Koordinator Forum

Satu Data Indoncsia Tingkal Daerah dalam menjalankan

tugasnya, dibant oleh SBelretariat Satu Data Indonesia tinglat

Dacrah.

Diktum VI : Menetapkan Sekretariat S3amn Data Indonesia
Tingkat Dacrah

Dikium Ketujuh berisi ketentusn mengenai penetapan Badan

Perencanaan Pembangunan Dacrah (Bappeda| Pemerintah

Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kola sebagal Scliretarial

Salu Dala Indonesia tingkat Dacrah.
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T,

ki VT Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat
Draerab

Diktum  Kedelapan bherisi ketentusn mengenst lugas dar

Sckretariat S8atu Data Indonecsia tingkat Dacrah.

Diktum IX @  Menetapkan Walidata Dacrah

DHklum Kesembilan berisi ketentuan mengenal penetapan

Kcpala Dinas Komunikasi dan Informatika  (Diskominfo)

Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/kabupaten/Eola sebagai

Walidata Daerah.

Diktum X Tugas Walidata Dacrah

Diktum Kesepuluh berisi ketentuan mengensil tugas dan

Perangkat Daerah selaku Walidata Daerah.

Dikium X1 : Ketentuan pembantuan

Diktum Keschelas berisi keleniuan mengenai apabila terdapat

kepentingan  vang mendesak, Walidala Tlaerah dapat

melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan

dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah,

Diktum X1 ;@ Menetapkan Walidatz Pendukung

Diktum Kedua belas berisi ketentuan mengenal penectapan

Peranglat Daerah (Kepala Dinas/ Schkretaris Dinas) Pemerintah

Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kola sebagai Walidata

Pendukung.

Diktum XIIT: EKetentuan pembantuan

Diktum Ketipa belas berisi kelentuan mengenal Walidata

Pendukung mendukung pelaksanaan lugas Walidata Dacrah.

Diktum XIV: Menetapkan Produscn Dala Dagrah

Diktum Keempal belas berisi ketentuan mengensl penelapan

Perangkat Dacrah schapai Produsen Data Daerah di lingkup

Pemerintah Dacrah tingkal Provinsi/Kabupaten/kota scsual

denpan bidang tugas masing-masing. Penetapan 'rodusen

Data ini lebih lanjut dapat ditetapkan melalui Forum Satu Dala
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Indonesia tungkat Dacrah teontang penctapan daftar Dats

Memerintah Dacrah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

a.  Diktum XV :  Tugas Produsen Data Daerah

Diktum Kelima belas berisi ketentuan mengenai tugas dari

Peranglkat Daerah selaku Produsen Data Daerah.

p.  Diktum XV1: Pendanaan

Diktum Keenam belas berisi ketentuan mengenal biaya vang
diperhakan dalam rangka pelaksanaan tugas Penanggung
Jawab, Koordinator Forum Sam Data Indonesia tingkat
Daerah, Schkretariat Satu Data Indonesia tungkat Daerah,
Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data
Daerah akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  (APBD]  Pemerintah  Daerah  tingkat
Provinsi/Kabupaten /Kota  dan/atau sumber pendanaan

lainnva.

. Diktum XVII : Masa berlaku SK

Diktum Ketujuh belas berisi ketentuan mengenal masa berlaku

Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan,

r. Lampiran Susunan Keanggotan

Lampiran berisi ketentuan mengensi susunan keanggotaan
dari penunjukkan Penanggung Jawab, Koordinator Forum
Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data
Indonesia  lingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata
Pendukung dan Produsen Data Daerah Pemerintah Daerah
tingkat Provinsi/ Kabupaten /Kota.,

C. Kaidah Penyvusunan Instrumen Keputusan

1,

Walidata Dacrah dilaksanakan dilaksanakan oleh Peranglkat
Daerah pada Pemerintah Daecrah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di

bidang pengelolaan data dan informasi.
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Produsen Data dilaksanakan oleh Perangkal Dacrah/Unil Kerja
Ezelon | danj/ateu kKselon |l pada Pemerintah Daerah tngkat
Provinsif Kabupaten /Kota vang mempunyval tugas, fungsi, dan
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan 1ntuk
menghasilkan Data dan/atau unit kerja vang ditunjuk cnmak
menghasilkan Thata terfentu.

Forum 5Satu Data Indonesia tngkat Dacrah dilaksanakan untuk
berkomunikasi, berkoordinasi, dan pengambilan keputusan dalam
penyvelenggaraan  Satu Dala Pemerintah Daerah tingkar
Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Farum Satu Data Indonesia tingkat Deerah dikoordinasikan oleh
Eepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau
Pejabat dan Perangkal Daerah vang mempunyai tugas, fungsi, dan
kewenangan berdasarkan peraluran perundang-undangan untoak
melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan
Pemerintah  Daerah  tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sclaku
Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah,
Pemerintah  Daerah  tingkat Provinsi/Kabupaten/EKota  dapal
menambahkan perangkal penyvelenggara Satu Data Pemerintah
Daerah  tngkat Provinsi/Kabupaten/Rkota  dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas Koordmator Forum 3Satu Dala
Indonesia tingkal Daerah, Sekeetariat Sata Data lndonesia lingkal
Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Dala
Dacrah sclama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindihb
dengan penvelenggara Salu Dala Indonesia.

Pembentukan kelembagasn Satu Data Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/ Kabupaten /Kota perlu memperhatikan pembagian tigas,
fungsi dan kewenangan sesuai dengan Peraturan tentang Strukiur
Organisasl dan Tata Kerja Pemerintah Daerah  tinglat
Provinsi/ Kabupaten /Kota serta ameanat Peraluran Presiden Nomor

39 tahun 2019 rentang Satu Data Indonesia.



Y. DPembentukan kelembagaan memerlukan alur elektivitas koordinasi

penyelengaara antar unit kerja terkait.



BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan lentang Penvusunan Kegulasi dan Pembentukan
Kelembagaan Saiu Data Indonesia di Instans Daerah ini diharapkan dapat
mierjadi panduan bag seluruh Pemerintah Daerah Lingkat
Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terutama Perangkal Daerah danjalag unil kerja
sclaku Koordinator Forum Satu Data Indoncsia tingkat Dacrah, Sekrelarial
Satu Dara Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung
dan Produsen Data Daerah Pemerintah Draerah tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota vang akan melaksanakan tugas dan fungsi dalam
rangka implementasi  kebijakan  Sata Data  Indonesia, serta  harus
menerjemahkannya kebijakan internal dalam bentuk regnalasi. Dalam tataran
praktis, pedoman imi Juga scbhags panduan dalam MErancang regulasi
tentang leebijakan tata kelola data di intemal Pemerintah Diaerah tingkar
Provinsi/Kabupaten/Kota, serta panduan bagl perancang undang-undang
dalam menvusun regulas: lersebual,

Pedoman ini disusun sebagal salah satu upaya Sekrelarnial Satu Data
Trddomesia tingkat pusat dalam rangka mendukung upava porocepalan
penyvelenggarsan Satu Data Indonesia pada tngkal Instansi Tingkat Pusat
maupun Daerah. Melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Inslansi
Tingkal Pusal dan Daerah maka Satu Data Indonesia dapat dilaloukan secars
menyeluruh dan terintegrasi. Dalam Implementasinya, Pemerintah Daerah
tingkat  Provinsi/Kabupaten/Kota  membutuhkan pendampingan  dan
pandusan serla referensi/ formeat dalam rangka penyvusunan regulasi mengenai

Satu Data Indonesia di tingkat Daerah,

SEKRETARIS KEEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARLS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ["{ABIDNJ-‘;L:’,L__

W

TALUFIK HANAFI



LAMPIEAN [I

PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. Io /JUKLAK/SESMEN/ 12/ 2022
TANGGAL 30 DESEMBER 2022

A, TORMAT/ REFERENSI PERATURAN



GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH)

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA [NAMA DAFRAH]

Menimbang

Menpgingal

NOMOR [+ TAHLUN |+]
TENTANG
SATU DATA [NAMA DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH],

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksarasn, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan di dactah, maka perlu didukung dengan
Data wang akurat; mutakhir, lerpada,  dapat
dipertangpuangjawabkan, mudah diakses, dan dibagi
pakaikan, serta dikelola sccara schsama, lerinlegrasi,
dan berkelanjutan;

bahwa wuntuk memperoleh data akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses dan  dibagipakaikan, diperlukan upays
pengaluran  tala  kelola dama  yvang  dihasilkan
Pemerintah Provinsi melalui Satu Data |nama daerah];
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat
{5), Pasal 22 avat (2} dan Pasal 24 aval (5] Peraturan
Presiden Nomeor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Tndonesia:

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
ditmaksud pada huruf a, hurul b, dan hurat ¢, maka
perlu menetapkan Peraturan
Cubernur/Bupali/Walikota |[nama daerah] tenlang
Satu Data [nama dasrahl|;

Pasal 18 ayat (&) Undang-Undang [Dasar Negara
Repulilik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor [+] Tahun [-] lentang
Pembentukan Provinsi/ Kabupaten/Kkota | ructrrnct
dacerah)] [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
[*] Nomor [+], Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor [«]);
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£,

Undang-Undang Nomor [4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaun  Infurmmasi Pullik  (Lembaran Nogara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Taumbahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Normor 48460,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah [Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tclah diubah beberapa kal, lerakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20135 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahun 2015 Nomor o8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 leniang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5601},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkal Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor BRBB) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkal Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor G402);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Dala Tndonesia [Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112]

Peraturan Menleri  Perencanaan Pembangunsan
Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Portal Satu Data Indonesia [Berita Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2020 Normor 17435);

Peraturan Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional /Kepala Badan Peorencanasn Pembangunan
Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tenlang Tata Kerja
Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
(Berita MNegara Republik Tndonesia Tahun 2020 Nomor
1746);
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DAERAH] TERTANG SATU DATA [NAMA DAERAH)

BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah
untuk menghasilkan Data vang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar
Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data,
Metadata, Interoperabilitas Data, dan mengpunakan Kode Relerens dan
Data Induk.
Satu Data [nama daerah] adalah kebijakan tata kelola Data pemenntah
di Provinsi/Kabupaten/Kota |[nama daerah) sesual dengan kebijakan
Salu Data Indonesia.
Drata adalab catatan atas kumpulan fakta atau deskrips berupa angka,
karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau
bunyi, yang merepreseniasikan keadaan sebenarnya atau menunjukzan
suatu 1de, objek, kondisi, atau situasi.,
Data Statistik adalah Data berupa angks tentang karaklenstik atau cir
khusus suatu populasi vang diperoleh dengan cara pengumpulan,
pengolahan, penyajian, dan analisis.
Data Geospasial adalah Data tentang lokasi gooprafis, dimensi atau
ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia
vang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
Data Keuangan Negara Tingkal Daerah adalah Data vang disusun oleh
Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Dacrah berdasarkan sisiem
akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara
vang dapat dinilai dengan uang, serta sepala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut,
Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan
Data Keuangan Negara Tingkat Dacrah yang ditetapkan melalun Forum
Satu Data Indonesia tingkat pusat.
Standar Data adalah standar vang mendasan Data tertentu.
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan formal vang balo
untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan
pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan
antar sistem clektronik vang saling berinteralsi.
Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau
menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagal rujukan
identitas Data yang hersifat unik.
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Data Induk adalah Data vang merepresentasikan objek dalam proses
bisnis pemerintah vang ditetapkan sesudt dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden yanp mengatur mengenal Satu Data Indonesia.

Data Prioritas adalah Data terpilih vang berasal dari daftar Darta vang
akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yvang discpakati dalam
Forum Satu Data Indonesia.

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah |nama daerah] adalah
wadah komunikasi dan  koordinasi  Perangkat Daerah  untuk
penyelengoarasn Salu Data [nama dosrah).

Sekrerarial Satu Data Indonesia Tingkal Daerah |[nama daerah| adalah
unil kerja yang bersifat ex-woffice di Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemernntahan di bidang perencanaan
pembangunan daerah [nama daerah).

Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakal Data di tngkat
nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologl informasi
dan Romunikasi.

Porlal Dala [nama daerch] adalah media bagipakal Data di dngkar
Daerah vang dapat diakses melalui pemanfaatan tcknologi informasi dan
komunikasi.

Instansi  Pusat  adalah  kementerian, lembaga  pemerintah
nonkementerian, kesckretariatan lembaga negara, kKesekretariatan
lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Daerah adalah Provinsi/Kabupaten/Kota [nama daerah].

Pemerintah Daerah adalah (Gubernur/Bupati/Walikota scbagal unsur
penyelenggara pemeriniahan daerah yvang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah.

Gubermur / Bupati/ Walikota ardalah kepala Daerah
Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan  drisan
permerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota [nama dacrahl].

Perangkat Daerah adalah unsur pembaniu Gubernur / Bupat /Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyvelenpgaraan urusan
pemerintahan vang menjadl kewenangan Dacrah.

Pernbina Data Daerah adalah Perangkat Dacrah yang diberikan
penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

Walidata Daecrah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegistan
pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data vang disampaikan
oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaslkan Data.

Walidata Pendukung adalah unit di setap Perangkat Dacrah yang
melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data vang disampaikan
olech Produsen Data Daerah.

Produsen Data Daerah adalah umnit di seliap Perangkat Daerah yang
menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengeuna Data adalah Instansi Pusat, Peranglkat Dacrah, perseorangan,
kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melaha
Portal Satu Data Indonesia dan/atlau Porial Data (nama daerahl.



BAB 1T
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesalu
Maksud

Pasal 2
Pengaturan Satu Data [nama daerah] dimaksudkan untuk mengatar
penyelenpearaan tata kelola Data vang dihasilkan oleh Perangkat Dacrah
untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian
pembangunan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Sat Data [nama daerah] bertujuan unok:

g. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam rangka penvelenggaraan tata kelola Data untuk mendukang
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
daerah;

b, mewuwjudkan ketersediaan Dala vang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, seria mudah diakses dan dibagipakaikan
antar Instansi Pusat dan Perangkal Daerah sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;

c. mendorong keterbukaan dan transparans: Dala sehingga tercipia
perencanaan dan perumusan kebljakan pembangunan yang berbasis
pada Dalg; dan

d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-
undangan.

Bagan Kertiga
Ruang Lingkup

Paszal 4
Ruang lingkup Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini sebagal berikouat:
Penyelenggara Satu Darta [nama daerahl];
Penyelenggaraan Satu Data [nama daerah)|;
Portal Data |narrm daerah|;
Manajemen Hak Akses;
Partisipasi; dan
Pendanaan.

mepn OB
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BAB I
PENYELENGGARA SATU DATA [NAMA DAERAH]

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Penyelenggara Satu Data |nama daerah| dilaksanakan oleh:
a, Pembina Data Daerah;
b,  Walidata Daerah;
. Walidata Pendukung;
Produsen Data Daerah;
Forum Satu Data Indonesia Tingkal Daerah |namao daerah; dan
Sekrelarial Satu Data Indonesia Tingkal Daerah [nearma daerakl.

= o

Bapgian Kedua
Permnbina Data Daerah

Pazal &
Pembina Data Daerah terdiri dari:
d., Pembina Dala Statistik; dan
b. Pembina Data Geospasial;
Pembina Data Statistik tingkat Dacrah vaitu instansi vertikal badan vang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
Pembina Data Geospasial tingkat Daerah vaitu salah satu Perangkal
Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelela Simpul Janngan
Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
Pembina Data Daerah mempunyan tugas:
a. memberikan rckomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan
Data; dan
b. melakukan pembinaan penyvelenggaraan Satu Dala Indonesia
Tingkat Dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bapian Keliga
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7 -
Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika,
Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyal tugas:
a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
b. memeriksa kescsuaian Data vang disampaikan oleh Wabdata
Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip
Hatu Data Indonesia;
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c.  memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidatd
Pendukung dan /atau Produsen Data Daerah sesual dengan daftar
Data:

d.  menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Sata Data Indonesia
dan Portal Data [nama daerah|;

e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Dats
Daerah; dan

. memberikan dukungan dan pendampingan  kepada Walidata
tingkat kabupaten/kota dalam penyelengparaan  Satu Data
Indonesia ngkat Dacrah, junfuk Walidata Daerah Provins|

Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada avat (2] dibantu oleh Wahdata Penduboing.

Walidata Pendukung merupakan umit kena di Perangkat Daerah sesua:

dengan tugas dan fungsinya.

Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada aval (1) dan Walidata

Pendukung sebagaimana dimaksud pada avat (4] ditunjuk dan

ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

Bagian Kecmpat
Produsen Data Daerah

Pasal 8
Produsen Data Daerah merapakan setiap umt pada Perangkal Daerah
vang menghasilkan Data sesual dengan daftar Data dan/atau sesuai
permugasan (Gubernur/Bupati/ Walikota.
Produsen Data Daesrah mempunyal tugas:
a, memberikan masukan kepada Pembina Data Dacrah mengenai
Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
b. menghasilkan Data scsual dengan prinsip Sam Data Indonesia; dan
e. menyampaikan Data dan Mctadata kepada Walidata Daerah
dan/atau Walidata Pendukung.
Produsen Data Dacrah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan
ditctapkan olch Gubernur/Bupat:/ Walikola.,

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [Nama Daerah].

Pasal 9@
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [nama daerah| terdin dari:
Pemnmbina Data Daerah;
Walidata Dacrah;
Walidata Pendukung; dan
Walidata Kabupaten/Kota vang berada di dalam wilayah Provinsi
|untuk Walidata Daerah Provinsi|;
¢. Produsen Data Daerah.

ap o
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Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah |nama daerah| dalam

pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah

dan/atau pithak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

Forum Satu Data  Indonesia Tingkat Daerah [nama daerah]

dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan  tugas

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Dacrah,

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [nama daerah)

berkomunikas) dan berkoordmasi dalam penvelenggaraan Sata Data

[nama daerah) mengenai:

a. daftar Data Daerah vang akan dikumpulkan pada tahun
sclanjutnya,

b, daftar Data Dacrah yang mengacu pada Data Prioritas yvang telah

ditetapkan di tingkat Pusat;

rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah [nama daerahl;

pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data

Daerah, Walidata Penduloung, dan/atan Walidata Dacrah;

e, pelaksanaan kebijakan Forum Sama Data Indonesia Tingkat Pusat;

f. ramusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan
penvelenggaraan Satu Data [nama daerahl];, dan

2. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Dals
Indonesia tingkat Daecrah [noama daerah| sesuai dengan kebutuhan
Daerah.

Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenal daftar Dala Daerah,

dafllar Data Daerah yang mengacu Data Prioritas vang telah ditetapkan

di tingkat Pusat, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ava: (4]

huruf a8, huruf b, dan hurul ¢, Forum Satu Data Indonesia Tinghkat

Dacrah [nama daerah] memperhatikan daftar Dara, Data Priontas, dan

rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat masat,

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [nama daerah]

memantau pencapaian dan melaporkan kepada

Gubernur/Bupali / Walikota secara berkala.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah [nama daerah]

melaksanakan pertemuan paling sedikit | (satu) kali dalam setahun

dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan

koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator

Forum Satu Data Indoncsia Tingkal Daerah |nama daerah] meminta

arahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

oo

Bagian Ketujuh
‘Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Dasrah [Nama Daerch]|

Pasal 10
Forum Sam Data Indonesia Tingkat Dacrah dalam  pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
[rummo doaerat].
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [nema dosrah| terdiri
dari:
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a. Koordinator;, dan

b, Sekretaris. [paling sedikit dan sesuan kebuluhon]

Sekretariat  Satu Data Indonesia Tingkat TDaerah |nama dosrah]

mempunyai tgas:

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan
administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
[nama daerak); dan

b.  melaksanakan tupgas lain yvang diberikan oleh Forum Satu Dats
Indonesia Tingkat Daerah |nama daerah],

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Dacrah [noma doerah] bersifat

ex-officio, yang secara [ungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja

di ingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat [3),

Koordinator Sekretariat Batu Data Indonesia tinglkat Daerah [nama

daerch] dapat membentuk tim manajemen/pelaksana.  [sesual

kebutuhan|

Susunan organisasi dan tata kega Sekretanal Satu Data Indonesia

Tingkat Daerah [nama daerah] scbagaimana dimaksud dalam ayat (2]

dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada avat (5)

ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA |[NAMA DAERAH)

Bagian Kesatu
Urmum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data [nama daeerah| terdiri atas:

a.

b.
+F
d.

(1)

perencanaan Data;
pengumpulan Data;
pemeriksaan Data; dan
penvebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanasan Data

Paragral |
Umum

Pasal 12
Walidata Dacrah, Walidata Pendukung dan Produsen Date Daerah
secara Bersama-sama melaksanakan perencanaan Tata yang terdird
atas:
a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun
selanjuinya;
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b. penentuan daftar Data Daerah vang mengacu pada Data Prioritas
vang telah ditetapkan di lingkal Pusal; dan/atag

. penentuan rencand aksi S3ala Dala Indonesia Tingkat Dacrah | narrc
clorerrahy).

Dalam menvusun daftar Data Dacrah scbagaimana dimaksud pada avat

{1), mengacu pada daftar Data yvang telah disepakati oleh Instansi Pusat

melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat,

Paragraf 2
Daftar Data Dacrah

Pasal 13

Penentuan daftar Data Daerah vang akan dilumpulkan di tahun

selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tabun

selanjuinya dilakeukan berdasarkan:

a, arsilektur sistermn pemerintahan berbasis elektronik sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  lentang  sistem
pemerintahan berbasis elektronik;

b kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [nama
daerah|; dan/atau

c. rekomendasi Pembina Data Daerah.

Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:

a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data;

k. jadwal nlis dan/atau pemutakhiran Data.

Daftar Data Dacrah vang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai

dasar dalam perencanaan dan penganggaran hagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [Nama Daerahl

Pasal 14
Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data [nama daerah]
dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Dacrah
[mama daesrah).
Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [nama daerah| dapat
mencakup:
a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
b. penvasunan petunjuk tcknis pelaksanaan Satn Dama [nama
daerah;
c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Dala [nama daerah),
dan/atau
d. kegiatan lain yvang mendukung tercapainya Dala vang sesual
dengan prinsip Satu Data Indonesia,
Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Dacrah [noama daerah]
diusulkan bersama Walidata Daerah danjatau Walidata Pendukung
melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [nama daerah].
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Rencana aksi Satu Data Indoncsia Tingkat Dacrah [nama daerah]

disusun dengan berpedoman pada:

a. Rencana Aksi Satu Dala Indonesia yvang telah ditetapkan tingleat
Pusat;

b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah [nama daerah]; dan/atau

c. arahan dan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota.

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkal Daerah |noama daerah)|

menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang 1elah disepakari

schagaimana dimalcsud pada avat 4] kepada

Gubernur/Bupati/ Walikota untuk selanjutnya ditctapkan.

Koordinator Forum Sat Data Indonesia Tingkat Daerah [nama daerah]

memantall pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat

Daerah [rama daerah| dan melaporkan kepada

Gubernur / Bupat:/ Walikota sccara berkala.

Bagian Ketiga
Penpumpulan Data

Pasal 15
Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuan dengarn:
a. Standar Data;
h, daltar Dala Daerah vang telah ditentukan dalam Forum Sat: Data
Indonesia Tingkat Daerah [nama daerahl]; dan
c. Jadwal pemutakhiran Data atau nihis Data,
Data vang dikumpulkan oleh Produsen Data Dacrah disertai dengan
Metadata.
Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampatkan
kepada Walidata Daerah dan/atau Walidara Pendukung.
Penyvampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3] disertai:
a. Data yang telah dikumpulkan;
b. Standar Data yvang berlaku untuk Data tersebut; dan
¢. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempal
Pemeriksaan Data

Pasal 16
Data  yang dihasilkan  oleh  Produsen Data Daecrah dipenksa
kesesuaiannya dengan prinsip Samn Data Indonesia olch Wahdata
Daerah danjatan Walidata Pendukung.
Dalam hal Data vang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum
sesual dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daecrah dan/atau
Walidata Pendukung mengeimbalikan Data tersebut kepada Produsen
Data Daecrah,
Produsen Data Daerah memperbaiki Dala sesuai hasii pemeriksaan
schagaimana dimaksud pada ayat [1).
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Baglan Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal |7
Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian  akses,
pendistribusian, dan pertukaran Data.
Penvebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data
vang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
Penyebarluasan Data scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanaltan melalui Portal S8atu Data Indonesia, Portal Data [noemea
daerah|, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan perkembangan imu  pengetahuan dan
teknolog,
Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui
Portal Saru Data Indonesia yvang difasilitasi olch Sekretariat Satu Data
Indonesia tingkat pusat.
Dalam hal Data Daerah vang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah
melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalaban, yaitu
mehputl kondisi:
a. data rusak atau mengandung kode berbahays;
b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu
Data Indonesia;
c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data
Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tinghkar
pusat dan/arau Forum Saty Data Indonesia Tingkat Dacrah [nama
daerah)|.
Permasalahan schagaimana dimaksud pada avat (5} diselesaikan
bersama Sckretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB V
PORTAL DATA [NAMA DAERAH]

Pasal 18
Porial Data |namea daerah] dikelola oleh Walidata Daerah,
Pengembangan Portal Data [nama daerah] dilaksanakan sesual
ketentuan perundang-undangan vang berlaku.
Portal Data [nama daerah| dilaksanakan dengan mempertimbangkan
aspek [nteroperabilitas Data dengan Portal Sarmu Data Indonesia
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangasn terkail
Portal Batu Data Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data [nama daerah]
diatur oleh Walidata Daerah dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan vang berlaku.



(1)

(2)
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(2]
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(1]
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BAE WVl
MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu
Pemberian Alkses

Pasal 19
Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Data [nama daerah|
kepada Pengpuna Data.
Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Data
[nama daerah| tidak dipungut biaya.
Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal
Data [nama daerah| tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman,
perjanjian kerja sama, dan/atau delkumen surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 20
Produsen Data Dacrah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Dacrah
dapat mengajukan pembatasan akses Dala Daerah tertentu kepada
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [nama daerah,
Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan
ditelapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Dacrah [namea
daerahl.
Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIl
PARTISIPASI]

Pasal 21
Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah
dapat mengikutsertakan partisipasl Perangkat Daerah dan badan
hukum publik wvyang berada di wilayah Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota scsual ketentuan perundang-undangan vang berlaku.
Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Dacrah
dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu
Data Indonesia di antaranya:
Instansi Pusat;
Pemerintah Kabupaten/Kota; [uniuk Pemerintah Daerah Provinsi|
perguruan tinggi;
lembaga penelitian;
masyarakal; danjatau
pihak terkail lainnya.

o Qe o
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BARB VIII
PENDANAAN

Pasal 22
Segala  pendanasan yang  diperfukan dalam pelaksanaan Peraturan
Gubernur/Bupati/ Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAR IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23
Nota kesepahaman, perjanjian kerjg sama dan/atau dokumen surat
pernivataan sama, antar Perangkal Daerah dan/fatau Instansi Pusat yvang
terkail dengan tata kelola, akses data, danfatau permmanfaatan Data vang
sudah ada pada saat mulal berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap
berlaku dan mermliki kekuatan mengikal sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTLUP

Pasal 24
Peraluran Gubernur/Bupati/ Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Gubernur/Bupati /Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
| daerah.

Ditetapkan di Provinsif Kabupaten /Kota [#]
pada Tanggal [+] Bulan [+] Tahun 20 |=|
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH|



B. FORMAT/REFERENS] KEPUTLUSAN
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KEPUTUSAN GUBERNUR, BUPATI/ WALIKOTA |s|

NOMOR [+]

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARA SATL DATA INDONESIA TINGKAT

Menimbang:

.

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA |=|

GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA [+],

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, cvaluasi dan pengendalian pembangunan
tingkat Daerah, perla didukung dengan data wyang
alurat, muttakhir, terpacdu, dan dapart
dipertanggungjawabkan, mudah  diakses,  dan
dibagipakaikan, serta dikelola secars  seksama,
terintegrasi dan berkelanjutan;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21
ayat (3], Pasal 22 ayat (2], Pasal 23 ayvat (3) dan |5), serta
Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan
Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah, Sckretanat Satu Datla Indonesia Tingkat
Daerah, Walidata Dacrah, Walidata Pendukung, dan
Produsen Data Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota [#];

bahwa dalam rangka mengoptmalkan  peran
Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah, Sekretariat Samu Data Indonesia Tingkat
Dacrah, Walidala Daerah, Walidata Pendukung, dan
Produsen [rata Daerah serta mendukung
penyelengoaraan  Salu  Dals  Indonesia  tingkat
Provinsi/ Kabupaten,/Kota [=];

bahwa pejabat dan pegawsal yvang namanya tercantuim
dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan



Mengingal:

¥

ch

g o

memaenuhi persyaratan untuk dudul dan
meclaksanakan tugas schagal Koordinator Forum Salu
Data Indonesia Tingkal Daerali, Sekretariat Sat Dara
Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata
Pendukung, dan Produsen Data Dacrah;

Undang-Undang Nomor [+ Tahun [+] tentang [+]
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun |+ Nomor
[+*], Tambahan Lembaran Negara Heopublik Indonesia
Normaor [=|;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakbar
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemenntahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
scbapaimana telah  divbah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 602},

Peraturan Presiden Nomeor 3% Tahun 2019 lentang Saru
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112];

Peraturan Menleri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data



Menetapkan:

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Indonesia {Berita Negara Republik Indenesia Tahun
2020 Nomor | 743);

Peraturan Menter:1 PPN/Kepala Bappenas Nomor 18
Tahun 2020 tentang Tata Kera Penvelenggara Satu
Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA
TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA
INDONESIA TINGHAT PROVINSI/KABLUPATEN/KOT
]

Penyelenggara Satu  Data  Indemesia Tingkat
Provinsi/ Kabupaten { Kota [+] terdin atas:

a. Penanggung.awab;

b. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Dacrah;

c. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
d. Walidata Daerah;

e. Walidata Pendukung; dan

f. Produsen Data Dacrah.

Menetapkan Sekretarnis Daerah
Provinsi/Kabupaten,/Kota [*] scbagar Penanggung
Jawab.

Penanggung Jawab hertugas memastikan
terlaksananya penyclenggarasn Satu Data Indonesia
Tingkat Provinsi/ Kabupaten/hota [+] sesuan dengan
amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia.

Menctapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah [Bappeds] Provinsi/Kabupaten / Kota [=] sehbaga
Koordinator Fornum Saiu Data Indonesia Tingkat
Daerah.



KELIMA

KEEMNAM

KETUJUH

KEDELAFPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

ZIM)-

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Dacrah
schagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
bettugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia
Tingkat [Daerah sesual fugas vang diatur pada
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tenlang SaEi
Data Indonesia.

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Dacrah
sehagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu
oleh Sekretarial Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Menetapkan [nama unit kerja yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi serio kewenangarn dalam  bidang
perencanaan pembangunan daerah di Bappeda| sebaga
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Dacrah.

Sekretarial  Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
schagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT,
bertugas memberikan dukungan dan pelavanan lekris
operasional dan administratif kepada Forum Satu Data
Indonesia Tingkal Daerah,

Menetapkan Dinas Komunikas: dan Informatixa
(Miskominio) [Frenmmc Perarghot Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemennlahan  di  bidang
komunikasi dan informatikal, Provinsi/ Kabupaten/Kota
[*] sebaga Walidata Daerah,

Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Dikium
KEENAM mempunyai magas:

a, mengumpulkan, memeriksa kesesualan Data, dan
mengelola Data yvang disampaikan oleh Produsen
Data Daerah sesual dengan prinsip Satm Data
Indonesia;

b, menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Relerensi,
dan Data Induk di Portal Satu Data; dan

i, membantu Pembina Data Dacrah dalam membina
Produsen Data Daerah lingkup
Provinsi/ Kabupaten /Kota [=].

Dalam hal ini terdapat kepentingan vang mendesak,
Walidata Daerah dapat melakukan  kegiatan
pengumpulan Data langsung di lapangan dengan
berkoordinasi dengan Produsen Data Dacrah,



KEDUABELAG

KETIGABELAS

KEEMPATBELAS :

KELIMABELAS

KEENAMBELAS
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Menetapkan umt kerja di Perangkat Daerah Provinsi)
Kabupalen/Kota [*] sebagaimana lercantum  dalam
Lampiran Keputusan ini sebaga Wahdata Pendukung.

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESEMBILAN mendukung pelaksanaan rtugas
Walidata Dacrah  sebagaimana  tercantum  dalam
Diktum EESEPULUH,

Menetapkan wamit kega di Perangkal Dseerah
Provinsi/Kabupaten/Kota [+] sebagal Produsen Data
Daerah sesual denpan bidang tugas masing-masing
vang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia
tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data tingkal
Daerah,

Produsen Data Daerah scbagaimana dimaksud dalzm
Diktum KESEMBILAN mempunyal mugas:

4. memberikan masukan kepada Pembina Data
melalui Walidata Tingkat Daerah  mengenal
standar Data, metadata dan nteroperabililas
Data;

b. menghasilkan Data sesum dengan pnnsip Satu
Data Indonesia; dan

c. menyampaikan Data dan metadara  Kepada
Walidata Tingkat Daerah.

Segala biava vang diperlukan dalam ranska
pelaksanaan tugas Koordinator Forum Sata Dats
Daerah Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Sam
Data Indonesia Tingkat Dacrah, Walidata Daerah,
Walidata Pendukung, Dan Produsen Data Daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota [+



o

KETUJUHBELAS : Eeputusan Gubernur/Bupati/Walikota [¢] i muls

berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian han terdapat kekeliruan maka
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Provinsi/ Kabupaten /Kota [+]
pada Tanggal [+] Bulan |+] Tahun 20|+]

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ||

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1
2,
3.

N oo

Waldl Gubernur/Bupalt /Walikota [#];
Sckretans Daerah Provinst/ Kabupaten /Kota [+];
Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota [*];

Kepala Dinas Komunikasi, Informasika, Staastik dan Persandian
Provinsi/ Kabupaten / Kota [+];

Kepala Perangkat Daerah se- Provinsi/ Kabupaien / Kota [#];
kepala BPS Provinsi/ Kabupaten,/ Kota [=];
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi/ Kabupaten /Kota [+].
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LAMPIEAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI/BUPATI
KABUPATEN/WALIKOTA KOTA |+|

NOMOR o]

TANGGAL : o]

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENETAPAN KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH, SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
TINGEAT DAERAH, WALIDATA DAERAH, WALIDATA
PENDUKUNG, DAN PRODUSEN DATA DAERAH
PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA |«

Sekretaris Dacrah
Provinsi/ Kabupalen/ Kota |+

Koordinator Forum Satu : [Nama  Pejabat], Kepals Badan
Data Indenesia Tingkat — Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi/ Kabupaten /Kota (Bappeda) Provinsi/Kabupaten/Koma
[*] "]

Koordinator  Sekretariat : [Nama Pejabaf], BSckretans/Kepala
Batu Data  Indonesia  Bidang [+, Badan Perencanaon

LE]

Penanggung Jawabh

Tingkat Provinsi/ Pembangunan  Daersh  (Bappeda)

Kabupaten/Kaota [#| Provinsi/Kabupaten /Kota [+]

Walidata Daerah : [Namo  Pejobatfl, Kepala  Dinas
Komunikasi dan Informaltiks
Pemerntah Dacrah

Provinsi/Kabupaten/ Kota |=]

Walidata Penduloung : 1. [Nama Pgjabal], Kepala/Sekretars
Dinas [*] Pemerintah Daerah
Provinsi/ Kabupaten/Kota [+;

2. |Nama Pejabat], Kepala/Seckretans
Dinas [*] Pemerintah Daerah
Provinsi, Kabupaten /Kowa [=|;

3. |Nama Pejabat], Kepala/Sckretaris
Dinas [=| Pemerintah Daerah
Provinsi/ Kabupaten /Kola |

4. |Nama Pejabat], Kepala/ Sckretans
Dinas [*] Pemerintah Daeral
Provinsi/ Kabupaten Kota [+];



4.

5. [Nama Pejabat|, Kepala / Sekretaris
Dinas |*| Pemerintah Daerah
Provinsi/ Kabuparten /Kota [+ dst.

B, Produsen Data Daerah 1 1. [Perangkat Daerah|, Dinas  [v]

Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten / Kota [+;

2. |Perangkat Daerak|, Dinas [+]
Pemerintah Daerah
Provins / Kabupaten/ Kota [+];

3. [Perangkat Daerah|, Dinas |-
Pemerintah Draerah
Provinsi/Kabupaten/ Kota [+];

4. [Perangkai Daerah], Dhinas [+

Pemenntah Daerah

Provinsi/Kabupaten/ Kota [+,

[Perangkat Daerah|, Dinas ||

Pemerintah Daerah

Provinsi /Kabupaten / Kota [+] dst,

e

GUBERNUR/BUPATI/WALTKOTA [=]

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALJ
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAS[DN.-"&LW

Ay’

TAUFIK HANAFI



